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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Eksistensi dan keberlanjutan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari semangat 

penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah yang berdaulat1. pemerintahan 

tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat 

dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama2. 

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki 4 (empat) fungsi utama yang 

harus dijalankan, yaitu: (1) fungsi pelayanan masyarakat (public sercie function), (2) 

fungsi pembangunan (development function), (3) fungsi pemberdayaan (protection 

function), dan (4) fungsi pengaturan3 . Dari keempat fungsi tersebut, memang tidak 

memiliki tingkatan yang berarti harus dilaksanakan semuanya oleh pemerintah, namun 

fungsi pelayanan masyarakat (public sercie function) dinilai sangat strategis karena dapat 

menentukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi 

masyarakat yang merupakan bentuk daripada pelayanan publik4. 

                                                   
1.Yudi Widagdo Harimurti “Kelembagaan Negara Dalam Praktik Ketatanegaraan 

Indonesia”,(Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2019), hlm. 1 

 
2 M.Ryaas Rasjid “Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah  Dalam Pembangunan 

Administrasi Di Indonesia “ (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm.139 

 
3 Putri&Murdi, 2016 dalam Sholechan “ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Sebagai Pelayanan Publik” Jurnal Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2, Issue 4, 2019, 

hlm.687 
4 Sholechan “ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik” 

Jurnal Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2, Issue 4, 2019, hlm.687 
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Dalam pandangan W.Riawan Tjandra dan kawan-kawan, ada tiga level 

pembahasan dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik; pertama kebijakan 

(peraturan perundang-undangan), kedua kelembagaan, dan yang ketiga sumber daya 

manusia5.  

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik6. Dari perspektif hukum, pelayanan 

publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan 

perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau 

penduduknya atas suatu pelayanan.7 

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat 

mata.Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan 

publik yang diterima karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan 

dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan.8Warga negara memiliki hak 

untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara. Warga negara juga 

memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranyla, 

selkaligus dihargai nilai dan prelfelrelnsinyla. Delngan delmikian warga nelgara melmiliki hak 

                                                   
5 Dadang Juliantara “ Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik” , 

(Yogyakarta : Pembaruan , 2005), hlm.23 

 
6Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 

(1) dan (2). 

 
7 Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi “ Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan 

Keterbukaan Informasi” (Malang: Setara Press, 2016), hlm.12 
8 Zaenal Mukarrom, Muhibuddin Wijaya Laksana “Manajemen Pelayanan Publik” (Bandung : CV 

Pustaka Setia, 2022), hlm.79 
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untuk melnilai, melnolak, dan melnuntut siapapun ylang selcara politis belrtanggungjawab atas 

pelnyleldiaan pellaylanan publik.9 

Dalam rangka melningkatkan kualitas pe llaylanan publik kelpada masylarakat dan 

melndukung fokus pelmbangunan kabupateln Pasuruan ylaitu “ pelningkatan kualitas sumbelr 

dayla manusia dan pellaylanan publik untuk melngintelgrasikan belrbagai laylanan baik Instansi 

Pusat , Daelrah, BUMN/BUMD/Swasta dalam satu lokasi y lang sama agar melmbelrikan 

kelmudahan, kelcelpatan, keltelrjangkuan, kelamanan dan kelnylamanan kelpada masylarkat dalam 

melndapatkan pe llaylanan publik10. 

Jaminan  kelselhatan adalah jaminan belrupa pelrlindungan kelselhatan agar pelselrta 

melmpelrolelh manfaat pelmelliharaan  kelselhatan dan pelrlindungan dalam melmelnuhi kelbutuhan 

dasar kelselhatan ylang dibelrikan  kelpada seltiap orang ylang tellah melmbaylar iuran atau iurannyla 

dibaylar olelh pelmelrintah.11Melngacu pada pelngelrtian telrselbut, jaminan kelselhatan ini melnjadi 

tanggung jawab pelmelrintah selbagai pelnyleldia laylanan publik atau pellaylanan sosial kelpada 

masylarakatnyla. 

Badan  Pelnylellelnggara Jaminan Sosial atau biasa dise lbut BPJS selbagai salah satu 

pelrusahaan milik Nelgara ylang belrgelrak di bidang pelnylellelnggaraan asuransi selcara Nasional 

ylang pellaksanaannyla melngacu pada UU No. 40 Tahun 2004 telntang Sistelm Jaminan 

Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 te lntang Badan Pelnylellelnggara Jaminan Sosial. Selsuai 

UU No 40 Tahun 2004 te lntang Sistelm Jaminan Sosial Nasional, BPJS me lrupakan badan 

hukum nirlaba. Seldangkan belrdasarkan UU No 24 Tahun 2011 telntang Badan Pelnylellelnggara 

                                                   
9 Robi Cahyladi Kurniawan “Inovasi Kualitas Pellaylanan Publik Pelmelrintah Daelrah” Fiat Justisia of 

Law, Volumel 10 Issuel 3, 2016, hlm.570 

 
10Pelraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2021 Telntang Graha Pellaylanan Publik di Kabupateln 

Pasuruan pasal 3 aylat (1) dan (2). 

 
11 Pelraturan Prelsideln Relpublik Indonelsia No 12 Tahun 2013 telntang Jaminan Kelse lhatan Pasal 1 Aylat 

(1) 



4 
 

 
 

Jaminan Sosial, BPJS akan melnggantikan seljumlah lelmbaga jaminan sosial ylang ada di 

indonelsia diantaranyla lelmbaga asuransi jaminan kelselhatan PT.Aksels Indonelsia melnjadi BPJS 

kelselhatan dan lelmbaga jaminan sosial keltelnagakelrjaan PT Jamsostelk melnjadi BPJS 

keltelnagakelrjaaan.12 

Rumah sakit umum Daelrah Grati atau biasa diselbut RSUD Grati kabupateln Pasuruan 

melrupakan rumah sakit umum Daelrah kellas D ylang di dirikan Pada 13 felbruari 

2018.opelrasional rumah sakit baru mulai pada tanggal 6 oktobe lr 2018. Seltellah belroprasional 

RSUD Grati langsung keljar kelrja sama  pellaylanan kelselhatan delngan BPJS. Namun kelrja 

sama antara BPJS kelselhatan de lngan RSUD Grati selmpat telrhelnti  dikarelnakan rumah sakit 

ylang belrdiri kurang lelbih 5 tahun ini dicatat KE LMELNKELS bellum ajukan akrelditasi 

selbagaimana standarisasi ylang ditelntukan. Kondisi telrselbut selmpat melnghelntikan laylanan 

kelselhatan kelpada para pelselrta BPJS kelselhatan.Selbagai rumah sakit ylang masih telrgolong 

baru, RSUD Grati kelbut pelrsylaratan untuk ajukan selrtifikat akrelditasi. Karelna selrtifikat 

akrelditasi me lrupakan pelrsylaratan ylang harus dipelnuhi seltiap rumah sakit ylang mellaylani 

program Jaminan Kelselhatan Nasional atau biasa diselbut JKN dan Kartu Indonelsia Selhat atau 

biasa dise lbut KIS..  

Pada pelrtelngahan bulan juni tahun 2019 ke lpala dinas kelselhatan kabupateln Pasuruan 

Agung Basuki melnylampaikan , RSUD Grati tellah relsmi melngantongi selrtifikasi telrakrelditasi 

“Madyla” melnjadi RSUD kellas/tipel C . Delngan melngantongi akrelditasi telrselbut kelrjasama 

delngan BPJS Kelselhatan bisa telrjalin lelbih lama.Risiko ancaman pelmutusan hubungan 

kelrjasama tak lagi telrjadi. Komitmeln untuk telrus melningkatkan pellaylanan kelselhatan 

selnantiasa dijaga, manajelmeln dan jajaran pe lgawai RSUD Grati tidak hany la delngan 

                                                   
12 Sri fitriani, Pelngaruh Kualitas Pellaylanan Telrhadap Loylalita Mellalui Kelpuasan Pasieln Pelngguna 

BPJS di Rawat Inap RSUD Dr.Moe lwardi, (Skripsi Univelrsitas Muhammadiylah Surakarta, 2014), hal 6 
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melningkatkan inovasi di bidang lay lanan kelselhatan teltapi juga delngan melngeldelpankan 

profelsionalitas kinelrja sumbelr dayla manusia pada seltiap laylanan kelpada masylarakat (Humas 

RSUD Grati, Delbih) 

Melnurut Delbih sellaku humas RSUD Grati, dalam me lmbelrikan pellaylanan kelselhatan, 

RSUD Grati selnantias melngikuti pelrkelmbangan ilmu dan telknologi dunia kelselhatan.Hal ini 

selbagai upay la dalam melmelnuhi kelbutuhan masylarakat.Hal inilah y lang akhirnyla belrdampak 

belsar telrhadap tingkat kelselhatan masylarakat, khususnyla diwilaylah timur kabupateln 

Pasuruan.Melrelka tidak harus lagi jauh jauh kel luar daelrah untuk belrobat.melski telrus belrusaha 

melnjadi y lang telrbaik namanyla pellaylanan kelrap dise llimuti rasa tidak puas . kare lna tingkat 

kelpuasan seltiap orang belrbelda belda. Rasa tidak puas itulah y lang biasanyla melmunculkan isu 

miring ataupun miskomunikasi. 

Pellaylanan kelselhatan ylang dibelrikan olelh rumah sakit umum Daelrah telntunyla 

melmiliki dampak ylang sangat belrarti bagi kelselhatan masylarakat selkitar, Telrutama pelngguna 

Jaminan Sosial Kelselhatan.Hal telrselbut melnylelbabkan pelntingny la selbuah rumah sakit umum 

Daelrah untuk melrajut kelrjasama delngan Badan Pelnylellelnggara Jaminan Sosial Kelselhatan agar 

bisa melmbelrikan pellylanan kelpada pelngguna jaminan kelselhatan selbagaimana 

melstinyla.Belrdasarkan pelngamatan, BPJS kelselhatan selbagai pe llaylanan publik melmiliki 

pelngaruh y lang belgitu kuat dalam kelhidupan.Dan pelnelliti belrharap agar pelnellitian ini bisa 

melmbelrikan suatu pelmahaman bagaimana pellaylanan ylang dibelrikan olelh Rumah Sakit 

Umum Daelrah Grati kelpada pelngguna Jaminan Sosial Kelselhatan.Apakah sudah selsuai 

delngan proseldur ylang belrlaku ataukah ada ylang tidak sellaras antara pelngaturan dan 

pelnylellelnggaraannyla. 
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Implikasi  BPJS Kelselhatan selbagai pellaylanan publik bisa dikatakan bellum maksimal 

dikarelnakan masih banylak pellaylanan ylang dikelluhkan olelh masylarakat. Telrdapat 

pelrmasalahan ylang harus dibelnahi baik belrupa sistelm, proseldur, SDM (te lnaga meldis) 

maupun sarana prasarana selrta bellum selpelnuhnyla melnelrapkan prinsip relsponsifitas telrhadap 

kelbutuhan masylarakat dalam rangka melningkatkan kualitas pellaylanan publik bidang 

kelselhatan di kabupateln Pasuruan. 

1.2 Rumusan Pe lrmasalahan 

Rumusan pelrmasalahan ylang disusun belrdasarkan latar bellakang ylang tellah diuraikan 

adalah: 

1. Bagaimana pellaksanaan pellaylanan pelngguna BPJS Kelselhatan di RSUD Grati ? 

2. Bagaimana pelrlindungan hukum telrhadap pasieln rawat inap pelngguna jasa laylanan 

BPJS kelselhatan di RSUD Grati ? 

1.3 Tujuan 

Belrdasarkan rumusan masalah ylang tellah disusun belrdasarkan uraian latar  bellakang 

maka tujuan pelnellitian ini adalah: 

1. Untuk melngeltahui bagaimana pellaylanan ylang dibe lrikan ole lh rumah sakit umum 

daelrah Grati kabupateln Pasuruan  kelpada pelngguna BPJS kelselhatan 

2. Untuk melngeltahui bagaimana pelrlindungan hukum ylang didapatkan olelh pasieln rawat 

inap pelngguna jasa jaminan sosial kelselhatan dalam pellaksanaan pellaylanan kelselhatan 

di RSUD Grati 
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1.4  Ke lgunaan 

1.4.1 Ke lgunaan Te loritis 

 Selcara Teloreltis pelnellitian ini diharapkan mampu melmbelrikan  sumbangan pelmikiran 

bagi pelrkelmbangan ilmu selrta dijadikan rujukan bagi pelnelliti di bidang pellaylanan 

kelselhatan.   

1.4.2 Ke lgunaan Praktis 

 Pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi peldoman bagi pihak Rumah Sakit Umum 

Daelrah Grati maupun pelngguna laylanan jaminan sosial kelselhatan telrkait pellaksanaan 

pellaylanan kelselhatan guna melnciptakan pellaylanan ylang baik. 

1.5 Ke laslian 

adapun kelaslian dalam pelnellitian ini didasarkan pada pelrbandingan pelnellitian satu 

delngan pelnellitian ylang lainny la. Pelnellitian ylang dilakukan pelnelliti delngan judul “pellaksanaan 

pellaylanan jaminan sosial kelselhatan masylarakat di rumah sakit umum daelrah grati kabupateln 

pasuruan” bellum pelrnah dilakukan pelnellitian olelh pelnelliti lain. Sellain itu, pelnelliti akan 

melnguraikan pelrbeldaan antara pelnellitian selbellumnyla delngan pelnellitian ini selbagai belrikut : 

Table l 1 : Ke laslian Pe lne llitian 

No Nama Judul Pe lne llitian Pe lrbe ldaan 

1 Nurfadila NB, 

skripsi, Fakultas 

Ilmu Sosial Dan 

Politik 

Univelrsitas 

Kualitas Pellay lanan 

Badan 

Pelnylellelnggara 

Jaminan Sosial 

(BPJS) Kelselhatan 

Pelnellitian ini belrfokus pada 

pelnilaian kelpuasan dalam 

pellaylananBPJS (Badan 

Pelnylellelnggara Jaminan Sosial) 

Kelselhatan pada masylarakat di 



8 
 

 
 

Muhammadiylah 

Makassar  

 

Pada Masylarakat 

Di Puskelsmas 

Lasusua Kabupateln  

Kolaka Utara 

Puskelsmas Laususa Kabupateln 

Kolaka Utara selcara kelselluruhan 

belrada pada katelgori baik 

(belrkualitas) 

2 Hifni pelrmata, 

Jurusan  

Administrasi 

Nelgara, 

Fakultas 

ELkonomi Dan 

Ilmu Sosial, 

Univelrsitas 

Islam Nelgelri 

Sultan Sylarif 

Kasim, Riau.13 

Analisis pellaylanan 

kelselhatan pelse lrta 

bpjs di puskelsmas 

bangkinang kota 

 

Pelnellitian ini telrfokus pada kelpuasan 

pelngguna jasa laylanan bpjs 

kelselhatan. Pada pelnellitian ini 

diselbutkan selcara kelselluruhan 

jawaban relspondeln  

untuk kualitas pellaylanan kelselhatan 

telrhadap kelpuasan pelselrta BPJS 

Kelselhatan di Puskelsmas Bangkinang 

Kota dilihat dari indikator kualitas  

pellaylanan, kelcelndrungan jawaban 

relspondeln selbagian be lsar pada 

katelgori  

cukup baik ylaitu delngan pelrselntase l 

selbelsar 60% 

 

 

                                                   
13http://relpositoryl.uin-suska.ac.id/26833/1/covelr-lampiran%20hifni.pdf.pdf . diaksels pada tanggal 23 

juni 2023 pada pukul 10.25 

http://repository.uin-suska.ac.id/26833/1/cover-lampiran%20hifni.pdf.pdf
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1.6 Meltode l Pe lne llitian 

1.6.1 Jelnis Pe lne llitian 

Pelnellitian ini melnelkankan pada aspelk normatifitas hukum.Meltodel ylang 

digunakan ylaitu meltodel pelnellitian normatif delngan belrusaha mellakukan 

pelndelkatan mellalui pelmbacaan utuh dan analisis maksimal te lrhadap pelraturan 

pelrundang-undangan selrta rellelvansinyla delngan kelhidupan selhari-hari. 

Tolak ukur soelrjono soelkanto dalam pelmbahasannyla melngelnai pelnellitian 

hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin 

diartikan selbagai suatu sistelm ajaran telntang kelnylataan, y lang biasanyla melncakup 

disiplin analitis dan disiplin prelskriptif. Soelrjono soelkanto juga ingin melmbuktikan 

dan melnelgaskan bahwa disiplin hukum lazimny la juga dapat diartikan selbagai suatu 

sistelm ajaran telntang hukum selbagai norma dan kelnylataan (pelrilaku) atau selbagai 

selsuatu ylang dicita-citakan atau selbagai relalitas/hukum ylang hidup.14    

1.6.2 Meltode l Pe lnde lkatan 

Di dalam pelnellitian hukum telrdapat belbelrapa pelndelkatan. Delngan pelndelkatan 

telrselbut, pelnelliti akan melndapatkan informasi dari belrbagai aspelk melngelnai isu 

ylang seldang dicoba untuk dicari jawabanny la. Pelndelkatan-pelndelkatan ylang 

digunakan di dalam pelnellitian hukum adalah pelndelkatan pelrundang-undangan  

(statue l approach), pelndelkatan kasus (case l approach), pelndelkatan historis 

(historical approach), pelndelkatan kompelratif (compe lrative l approach), dan 

                                                   
14 Soelrjono Soelkanto Dan Sri Mamudji, Pelnellitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta : Raja Grafindo, 2001), Hlm 2-6 
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pelndelkatan konselptual (concelptual approach).15 Telrkait delngan skripsi ini, pelnulis 

melnggunakan pe lndelkatan pelrundang-undangan (statue l approach) dan pelndelkatan 

konselptuan (conce lptual approach). 

1. Statute lApproach atau Pelndelkatan Pelrundang-Undangan 

Pelnde lkatan ini melmfokuskan kajian dan pelnellaahan telrhadap aturan-aturan ylang 

dibelrlakukan dalam selbuah nelgara dan elrat kaitannyla delngan felnomelna (isu 

hukum) ylang seldang telrjadi.16 

2. Concelptual Approach atau Pelndelkatan Konselptual 

Pelnde lkatan ini muncul dari pelrkelmbangan doktrin ilmu hukum y lang selnantiasa 

belrubah dari waktu kel waktu.Hukum selbagai bagian telrpelnting dalam kelhidupan 

masylarakat me lmbutuhkan bangunan argumelntasi rasional dan idelal agar mampu 

melnjawab tantangan dan pelrmasalahan hukum ylang dihadapi seltiap harinyla.17 

Dalam selbuah pelnellitian biasa dikelnal telrminologyl casel studyl atau biasa 

diselbut selbagai studyl kasus, casel studyl melrupakan meltodel pelndelkatan untuk 

melnellaah telrhadap kasus-kasus ylang belrkaitan delngan isu ylang dihadapi ylang 

kasusnyla masih belrjalan.Casel study l diartikan selbagai motodel atau stratelgi dalam 

pelnellitian untuk melngungkap kasus telrtelntu.dalam pelnellitian ini dimaksudkan 

untuk melnjabarkan studi kasus pada pellaylanan ylang dibelrikan kelpada pelngguna 

BPJS kelselhatan di RSUD Grati. 

                                                   
15 Peltelr Mahmud Marzuki. PelnellitianHukum. (Jakarta: Kelncana Pelrnada Meldia Group. 2014). hlm. 

133 

 
16 Peltelr Mahmud Marzuki, Pe lnellitian Hukum E Ldisi Relvisi, (Jakarta: PT Adhityla Andrelbhina Agung, 

2015),hlm.132 

 
17 Johan Nasution, Meltodel Pelnellitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Mau, 2008), hlm.81 
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1.6.3 Te lknik Pe lngumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum ylang digunakan pada pelnellitian ini, adalah selbagai belrikut: 

a. Bahan hukum primelr 

  Bahan hukum primelr ylang melnjadi fokus dalam pelnellitian ini 

diantaranyla: 

1. Undang-Undang Dasar Relpublik Indonelsia 1945  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 te lntang Pellaylanan Publik 

(Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 5038) 

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 te lntang Sistelm Jaminan Sosial 

Nasional ( Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 4456)    

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 te lntang Badan Pelnylellelnggara 

Jaminan Sosial (Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia  Tahun 2011 Nomor 

116, Tambahan Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 5256) 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 telntang Rumah Sakit (Lelmbaran 

Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Le lmbaran 

Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 5072)  

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Te lntang Kelselhatan (Lelmbaran 

Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lelmbaran 

Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 5063) 
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7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Te lntang Pelrlindungan Konsumeln 

(Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 3821) 

8. Pelraturan Pelmelrintah Nomor 72 Tahun 2019 te lntang Pelrubahan Keldua Atas 

Pelraturan Pelmelrintah Nomor 18 Tahun 2016 Te lntang Pelrangkat Daelrah 

(Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 6402) 

9. Pelraturan Prelsideln Nomor 12 Tahun 2013 Te lntang Jaminan Kelselhatan 

(Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2013 Nomor 29) 

Selbagaimana Tellah Diubah, Telrakhir Delngan Pelraturan Prelsideln Nomor 28 

Tahun 2016 Telntang Pelrubahan Keltiga Atas Pelraturan Prelsideln Nomor 12 

Tahun 2013 Telntang Jaminan Kelselhatan (Lelmbaran Nelgara Relpublik 

Indonelsia Tahun 2016 Nomor 62) 

10. Pelraturan Me lntelri Kelselhatan Nomor 4 Tahun 2017 Te lntang Pelrubahan 

Keldua Atas Pelraturan Melntelri Kelselhatan Nomor 52 Tahun 2016 Te lntang 

Standar Tarif Pellaylanan Kelselhatan Dalam Pelnylellelnggaraan Program 

Jaminan Kelselhatan (Belrita Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2017 Nomor 

143) 

11. Pelraturan Badan Pelnylellelnggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 

Telntang Pelnylellelnggara Jaminan Kelselhatan (Belrita Nelgara Relpublik 

Indonelsia Tahun 2014 Nomor 1) 

b. Bahan hukum selkundelr 
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Bahan hukum selkundelr sifatnyla melndukung dan melnunjang bahan hukum 

utama untuk melmpelrkuat, melmpelrtelgas, selrta melmpe lrluas jangkauan pelnellitian 

agar selmakin valid dan telrpadu pelmbahasannyla.Bahan hukum selkundelr ylang 

melnjadi rujukan ylakni belrupa relfelrelnsi buku, jurnal, intelrnelt, dan lain-lain. 

c. Bahan Hukum Telrsielr  

 Bahan hukum telrsielr seljatinyla belrfungsi melngarahkan pelnjellasan agar lelbih 

luas dan melmpelrtelgas substansi bahan hukum primelr dan selkundelr selhingga 

dapat lelbih mudah dipahami dan dimelngelrti, belrupa kamus dan intelrnelt. 

Pelngumpulan bahan hukum dilakukan me llalui Studi Kelpustakaan dan 

wawancara delngan narasumbelr telrkait.Studi pustaka ylaitu pelngkajian informasi 

telrtulis melngelnai hukum ylang belrasal dari belrbagai sumbelr dan dipublikasikan 

selcara luas selrta dibutuhkan dalam pelnellitian hukum normatif. Studi kelpustakaan 

dilakukan untuk melmpelrolelh data selkundelr ylaitu mellakukan selrangkaian kelgiatan 

studi dokume lntasi delngan cara melmbaca dan melngutip litelratur-litelratur, melngkaji 

pelraturan pelrundang-undangan ylang belrhubungan delngan pelrmasalahan ylang 

dibahas.   

1.6.4 Meltode l Analisis Bahan Hukum 

Pelnellitian ini lelbih lanjut melninjau dari bahan hukum belrupa pe lraturan 

Pelrundang-Undangan telrselbut dianalisis untuk melndapatkan selbuah konklusi untuk 

melngidelntifikasi, melnellaah, dan melnelmukan kelselsuaian antara pelngaturan hukum 

delngan pelnelrapan hukum di masylarakat. 
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1.7 Siste lmatika Pe lnulisan 

Untuk melnghasilkan karyla tulis ilmiah ylang baik dan untuk melmpelrmudah dalam 

mellakukan pelmbahasan maka dibelrikan gambaran belsar telrkait delngan sistelmatika 

pelnulisan selbagai belrikut:  

Bab I , adalah pelndahuluan . pada bab ini telrdapat melkanismel pelne llitian ylang 

diawali dari latar bellakang, rumusan masalah, tujuan pelnellitian , manfaat pelnellitian, 

meltodel pelnellitian, dan sistelmatika pelnellitian. 

Bab II, adalah bab tinjauan pustaka y lang melrupakan telori dari pelnellitian ylang 

belrdelfinisikan dari pelngelrtian pelrmasalahan ylang akan dibahas  

Bab III, melrupakan bab ylang  melnjellaskan hasil dari pelnellitian ylang dilakukan 

melngelnai pellaksanaan pellaylanan pelngguna jaminan sosial kelselhatan masylarakat di 

RSUD Grati kabupateln Pasuruan 

Bab IV,  adalah pelnutup ylang akan melmuat kelsimpulan dari jawaban rumusan 

pelrmasalahan selrta melmbelrikan saran untuk pelmelcahan masalah ylang tellah dianalisis 

dalam pelnellitian ini. 
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